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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan sertifikat 

hak atas tanah yang terletak di kawasan sempadan pantai di Indonesia. Kawasan 

sempadan pantai memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, 

serta mencegah terjadinya bencana alam seperti abrasi dan tsunami. Namun, kawasan ini 

seringkali menghadapi konflik terkait kepemilikan tanah, terutama terkait dengan 

penerbitan sertifikat hak atas tanah yang melibatkan peraturan yang belum sepenuhnya 

memadai dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta meninjau beberapa kasus pengadilan 

terkait keabsahan sertifikat tanah di kawasan sempadan pantai. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur pembatasan dan perlindungan 

kawasan sempadan pantai, penerbitan sertifikat tanah di kawasan ini tetap berpotensi 

menimbulkan masalah hukum jika tidak memperhatikan ketentuan zonasi dan dampak 

ekologis. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang 

cermat terhadap penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan pantai untuk 

memastikan kelestarian lingkungan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. 

 

Kata Kunci: Kawasan Sempadan Pantai, penguasaan Tanah, Sertifikat Hak atas Tanah. 
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ABSTRAC 

This research aims to analyze the legal status of ownership of land rights certificates 

located in coastal boundary areas in Indonesia. Coastal fringe areas play an important 

role in preserving the coastal environment, as well as preventing natural disasters such 

as abrasion and tsunamis. However, these areas often face conflicts related to land 

ownership, especially related to the issuance of land title certificates involving 

inadequate regulations and reviewed various laws and regulations, including the Basic 

Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, and Presidential 

Regulation No. 51 of 2016, as well as reviewing several court cases related to the validity 

of land titles in riparian areas. The results show that despite regulations governing the 

restriction and protection of coastal fringe areas, the issuance of land certificates in these 

areas still has the potential to cause legal problems if they do not pay attention to zoning 

provisions and ecological impacts. Therefore, stricter supervision and careful evaluation 

of the issuance of land certificates in riparian areas are needed to ensure environmental 

sustainability and legal certainty for landowners. 

 

Keywords: Coastal Zone, Land tenure, Land Rights Certificate. 
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